
 

 

WALIKOTA BUKITTINGGI 

PROVINSI SUMATERA BARAT 

 

PERATURAN DAERAH KOTA BUKITTINGGI 

NOMOR : 18 TAHUN 2014 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KOTA BUKITTINGGI TAHUN ANGGARAN 2015 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA BUKITTINGGI, 

 

 Menimbang  : a. bahwa dalam rangka penyelenggaran urusan pemerintahan 
daerah sebagaimana diatur dalam pasal 311 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah, Kepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh 
persetujuan bersama; 

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan 
dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 yang 
dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran 
yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah 
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 28 
Oktoober 2015;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf “a” dan “b”, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2015.  

 
 Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286);  

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);  

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400);  

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438);  

7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4723);  

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234);  

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5568);  

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

12.  Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata 

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam 
Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3866); 

13.  Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan 
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 



Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4712); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575);  

16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), yang 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5155);  

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165);  

19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614);  

20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor Tahun 2010 Nomor 119, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5161);  

23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);  

24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272);  

25. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 



Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  

26. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 Tentang 
Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat 
Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);  

27. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2014 tentang 
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 334);  

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah;  

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;  

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara Pengembalian 
Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;  

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi 
Khusus di Daerah;  

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;  

33. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan 
Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;  

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;  

35. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2006 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
(RPJPD) Kota Bukittinggi Tahun 2006-2025, (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 Nomor 58);  

36. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 
03);  

37. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintah Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 04);  



38. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2008 
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 07);  

39. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 10);  

40. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga 
Teknis Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 
Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2013 Nomor 9);  

41. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah Kota 
Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 
10 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2013 Nomor 10);  

42. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan 
Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi (Lembaran Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 
11 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2013 Nomor 11);  

43. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 
tentang Pembentukan Organisasi Tata dan Kerja 
Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi (Lembaran 
Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2008 Nomor 14);  

44. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2010 
tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kedalam 
Modal PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 Nomor 08) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2014 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Daerah Nomor 
08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal 
Daerah ke Dalam Modal PT. Bank Pembangunan Daerah 
Sumatera Barat (Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 
2013 Nomor 17); 

45. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015 (Lembaran Daerah 
Kota Bukittinggi Tahun 2012 Nomor 4);  

46. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2013 
tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk 
Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Bukittinggi 
(Lembaran Daerah Kota Bukit tinggi Tahun 2013 Nomor 
18);  

47. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 15 Tahun 2014 
tentang Penyertaan Modal Daerah Ke dalam Modal 



Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jam Gadang 
(Lembaran Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2014 Nomor 15) 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BUKITTINGGI 

dan 
WALIKOTA BUKITTINGGI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN 
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015. 

 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:  

1. Pendapatan Daerah  Rp. 605.606.641.063,-   
2. Belanja Daerah  Rp. 658.706.641.063,-  

Surplus/(Defisit)      Rp. (53.100.000.000-)  
 

3. Pembiayaan Daerah  
a.  Penerimaan        Rp. 70.000.000.000,-  

b.  Pengeluaran        Rp. 16.900.000.000,-  
Pembiayaan Netto      Rp. 53.100.000.000,-  

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  
Tahun Berkenaan        Rp.         (0,-)  
 



Pasal 2 
(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) terdiri dari:  

a. Pendapatan Asli Daerah      Rp.   62.661.939.729,-  
b. Dana Perimbangan       Rp. 460.215.636.334,-  
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah    Rp.   82.729.065.000,-  

 
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis pendapatan:  
a. Pajak Daerah        Rp.   27.930.760.751,-  
b. Retribusi Daerah       Rp.   20.308.528.431,-  
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah  
 yang dipisahkan       Rp.     3.733.946.797,-  
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah   Rp.   10.688.703.750,-  

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pendapatan:  

a. Dana Bagi Hasil       Rp.   15.729.305.334,-  
b. Dana Alokasi Umum      Rp. 408.640.651.000,-  
c. Dana Alokasi Khusus      Rp.   35.845.680.000,-  

 
(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 

c terdiri dari jenis pendapatan:  
a. Hibah  Rp.     0,-  
b. Dana Darurat  Rp.              0,-  
c. Dana Bagi Hasil Pajak  Rp.   16.849.992.000,-  
d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus  Rp.   65.879.073.000,-  
e. Bantuan Keuangan dari Propinsi  

atau dari pemerintah daerah lainnya  Rp.      0,-  
 

Pasal 3 
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:  

a. Belanja Tidak Langsung      Rp. 379.352.850.660,-  
b. Belanja Langsung       Rp. 279.353.790.403,-  

 
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari 

jenis belanja:  
a. Belanja Pegawai       Rp. 359.512.622.742,-  
b. Belanja Bunga       Rp.    0,-  
c. Belanja Subsidi      Rp.    0,-  
d. Belanja Hibah      
 Rp.  16.498.597.820,-  
e. Belanja Bantuan Sosial      Rp.   1.323.811.430,-  
f. Belanja Bagi Hasil       Rp.    0,-  
g. Belanja Bantuan Keuangan     Rp.     617.818.668,-  

h. Belanja Tidak Terduga  Rp.  1.400.000.000,-  
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 

belanja:  
a. Belanja Pegawai       Rp.     53.151.376.350,-  
b. Belanja Barang dan Jasa      Rp.   132.388.842.179,-  
c. Belanja Modal       Rp.     93.813.571.874,-  

  



Pasal 4 
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:  

a. Penerimaan        Rp. 70.000.000.000,-  
b. Pengeluaran        Rp. 16.900.000.000,-  

 
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis 

pembiayaan:  
a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya    Rp. 70.000.000.000,-  
b. Pencairan Dana Cadangan  Rp.     0,-  
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah  

yang dipisahkan       Rp.           0,-  
d. Penerimaan Pinjaman Daerah     Rp.                       0,-  
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman   Rp.                       0,-  
f. Penerimaan Piutang Daerah     Rp.                       0,-  

 

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis 
pembiayaan:  
a. Pembentukan Dana Cadangan     Rp. 10.000.000.000,-  

b. Penyertaan Modal (Investasi)  
Pemerintah Daerah       Rp.   6.900.000.000,-  

c. Pembayaran Pokok Utang      Rp.                       0,-  

d. Pemberian Pinjaman Daerah     Rp.                       0,-  
 

Pasal 5 
 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :  
1. Lampiran I  Ringkasan APBD;  
2.  Lampiran II  Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan 

Organisasi SKPD;  
3. Lampiran III  Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;  
4. Lampiran IV  Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, 

Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;  
5. Lampiran V  Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan 

Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam 
Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;  

6. Lampiran VI  Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;  
7. Lampiran VII  Daftar Piutang Daerah;  
8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah;  
9. Lampiran IX  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap 

Daerah;  

10. Lampiran X  Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;   
 



11. Lampiran XI  Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang 
Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun 
Anggaran ini;  

12. Lampiran XII  Daftar Dana Cadangan Daerah; dan  
13. Lampiran XIII  Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.  
 

Pasal 6 
 

(1) Dalam keadaan darurat dan/atau untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dengan 
melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
APBD untuk selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan APBD kecuali 
untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.  

(2) Dalam hal keadaan darurat dan/atau untuk keperluan mendesak terjadi setelah 
ditetapkannya Perubahan APBD, Pemerintah Daerah dapat melakukan 
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut 

disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.  

(3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi 

kriteria sebagai berikut :  

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak 
dapat diprediksikan sebelumnya;  

b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;  

c. Berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan  

d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan 
yang disebabkan oleh keadaan darurat.  

(4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) mencakup :  

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum 

tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan  

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.  

(5) Pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak yang belum tersedia 
anggarannya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dapat menggunakan 

belanja tidak terduga.  

(6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :  

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target, kinerja, 
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau  

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.  

(7) Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam 
tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a 

diformulasikan terlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.  

(8) Pendanaan kegiatan untuk keadaan darurat dan/atau keadaan mendesak 
sebagaimana dimaksud ayat (1) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, 
kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.  

 



 
(9) Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.  
 

Pasal 7 
 

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah.  
 

Pasal 8 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bukittinggi. 

 

Ditetapkan di Bukittinggi  
pada tanggal 31 Desember 2014  

WALIKOTA BUKITTINGGI, 
 
 
 

ISMET AMZIS 
 
 

Diundangkan di Bukittinggi  
pada tanggal 31 Desember 2014  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BUKITTINGGI,  
 
 
 
 

YUEN KARNOVA  
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